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Abstrak 

Pentingnya pemanfaatan Bantuan Hukum Gratis yang disediakan oleh negara melalui Organisasi 

Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Tanjung Gusta agar dapat 

mengikuti penyuluha hukum gratis. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum 

secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penyuluhan menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyuluhan hukum gratis bagi warga lembaga 

permasyarakatan sangat penting. Penyuluhan ini juga mendorong masyarakat menjadi lebih kritis 

dalam menilai calon legislatif dan meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat dalam 

menyebarluaskan pemahaman hukum. Meskipun masih terdapat hambatan berupa budaya politik 

transaksional dan faktor ekonomi, kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran 

hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan 

untuk mendorong terciptanya interaksi yang baik 

Kata Kunci: penyuluhan hukum, gratis, LBH  

Abstract 

The importance of utilizing Free Legal Aid provided by the state through the Legal Aid 

Organization (OBH) or accredited Legal Aid Institution (LBH). This study aims to provide legal 

counseling to the community in Tanjung Gusta so that they can participate in free legal 

counseling. The method used is a participatory legal counseling method with a descriptive 

qualitative approach. The results of the counseling show that the level of public understanding of 

free legal counseling for residents of correctional institutions is very important. This counseling 

also encourages the community to be more critical in assessing legislative candidates and 

increasing the participation of community leaders in disseminating legal understanding. 

Although there are still obstacles in the form of transactional political culture and economic 
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factors, this activity has proven effective in building public legal awareness. Therefore, legal 

counseling needs to be carried out continuously to encourage the creation of good interactions 

Keywords: legal counseling, free, LBH 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Fokus utama penyuluhan ini adalah 

pentingnya pemanfaatan Bantuan Hukum 

Gratis yang disediakan oleh negara melalui 

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

terakreditasi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap 

tahanan meskipun masih dalam proses 

pemeriksaan dan menjalankan proses 

persidangan, mereka berhak atas akses 

informasi untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan informasi hukum. Tri Puji 

menyosialisasikan kepada 25 orang tahanan 

tentang bantuan hukum secara gratis yang 

diberikan Negara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah 

jasa/pendampingan hukum secara gratis oleh 

Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum 

(OBH) yang terdaftar dan sudah 

terakreditasi oleh Kanwil Kemenkumham 

DKI Jakarta. 

Pemasyarakatan diartikan adanya 

pembinaan bagi para WB agar siap nantinya 

kembali ke Masyarakat menjadi pribadi 

yang utuh. Manfaatkan hak-hak Ketika di 

Rutan dan Lapas dan tertib mengikuti 

Peraturan yang ada 

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat 

Lapas) adalah tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum 

dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat 

tersebut disebut dengan istilah penjara. 

Kegiatan ini menjadi langkah konkret 

dalam memberikan pengetahuan mengenai 

asas praduga tak bersalah, sebagaimana 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Setiap individu yang belum 

mendapat putusan pengadilan masih 

memiliki kesempatan untuk membela diri 

melalui upaya hukum. Sebagian besar 

tahanan yang mengikuti penyuluhan ini 

sedang berada dalam masa Pengenalan 
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Lingkungan (Mapenaling) dan mayoritas 

terjerat kasus yang terkait dengan Pasal 114 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, penggelapan, serta 

pelecehan. 

 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu 

bagaimana Penyuluhan Hukum Gratis bagi 

Warga Lembaga permasyarakatan Di 

Tanjung Gusta Medan 

 

3. Tujuan Penelitian 

1)  Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas kepedulian 

terhadap sesama sebagai upaya 

pembangunan masyarakat di tanah karo  

2) Tujuan Khusus 

 Menumbuhkan empati kepada 

masyarakat di Tanjung Gusta dalam 

menciptakan ketentraman 

 Memberdayakan kebaikan untuk 

lingkungan dimana masyarakat di 

Tanjung Gusta 

 Menggerakan kebaikan dari jauh 

dalam bentuk memberdayakan 

jangkau dan berstandar global 

kepada masyarakat di Tajung Gusta. 

 Beradaptasi dalam aksi kemanusiaan 

disekitas masyarakat Tanjung Gusta. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan secara lebih efektif. 

 

B.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas hukum di dalam masyarakat 

melalui pendekatan terhadap perilaku 

masyarakat dalam menerima dan memahami 

norma hukum. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis-

sosiologis, yaitu memadukan kajian 

terhadap Undang-undang Hukum Perdata 

yang mengatur tentang orang, dengan studi 

lapangan mengenai bagaimana masyarakat 

menerima dan memahami informasi hukum 

(aspek sosiologis). 

2. Lokasi Penelitian 
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Penelitian dilakukan di Tanjung 

Gusta Medan, yang menjadi lokasi 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data Primer diperoleh dari 

wawancara langsung dengan warga 

masyarakat, tokoh masyarakat,), serta 

dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. 

Data Sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan seperti buku hukum, jurnal 

ilmiah, undang-undang, serta dokumen 

resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah Wawancara, Studi 

dokumentasi dan Observasi  

5. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan 

menafsirkan data yang diperoleh dari 

lapangan secara sistematis untuk 

menggambarkan efektivitas penyuluhan 

hukum dan pemahaman masyarakat 

terhadap penyuluhan hukum gratis. 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Penyuluhan Hukum Gratis 

Suatu layanan hukum tanpa biaya 

yang diberikan oleh advokat kepada 

masyarakat miskin atau organisasi nirlaba. 

Istilah pro bono berasal dari bahasa Latin 

yang berarti “untuk kebaikan publik.” 

Program ini meliputi bantuan litigasi 

(perkara pidana, perdata, tata usaha negara) 

dan non-litigasi (penyuluhan hukum, 

mediasi, konsultasi). 

Meski program ini terus berkembang, 

sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti 

minimnya sosialisasi, stigma masyarakat, 

serta kendala geografis di daerah terpencil. 

Pemerintah berkolaborasi dengan pemda, 

organisasi bantuan hukum, dan para advokat 

untuk memperluas jangkauan layanan. 

Bantuan hukum gratis tidak hanya 

membantu masyarakat tidak mampu dalam 

menghadapi proses hukum tetapi juga 

mencegah diskriminasi dan melindungi hak 

mereka di hadapan hukum. Program ini 

menjadi bukti nyata bahwa negara hadir 

untuk memenuhi keadilan yang merata bagi 

seluruh warga negara, tanpa terkecuali. 

Melalui program bantuan hukum gratis, 

pemerintah berkomitmen memastikan 

keadilan tidak hanya menjadi hak orang 

yang mampu membayar, tetapi juga hak 
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setiap warga negara. Dengan terus 

memperluas jangkauan dan meningkatkan 

kualitas layanan, diharapkan masyarakat 

miskin semakin terlindungi dan 

mendapatkan akses keadilan yang mereka 

butuhkan. 

2.  Lembaga Bantuan Hukum 

LBH atau Lembaga Bantuan Hukum 

adalah salah satu pemberi bantuan hukum. 

Kemudian, yang dimaksud dengan pemberi 

bantuan hukum adalah LBH atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberikan bantuan 

hukum. 

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka 

1 UU 16/2011 mengartikan bantuan hukum 

adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

pemberi  bantuan hukum secara cuma-cuma 

kepada penerima bantuan hukum. 

Singkatnya, LBH adalah lembaga yang 

memberikan bantuan hukum kepada 

penerima bantuan hukum secara cuma-

cuma. 

Masih seputar pengertian LBH, Yunus 

dan Djafaar dalam Mimbar Hukum Vol. 

20,  menerangkan bahwa konsep bantuan 

hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita 

negara dan kesejahteraannya. Dalam 

konteks kenegaraan, pemerintah memiliki 

kewajiban untuk memberikan kesejahteraan. 

Sehubungan dengan kesejahteraan itu, 

kehadiran LBH dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

terutama di bidang sosial politik dan hukum. 

 

3.  fungsi Lembaga Bantuan Hukum 

Sebagaimana dikemukakan Binziad 

Kadafi (dalam Yunus dkk., 2008:549) 

kehadiran Lembaga Bantuan Hukum akan 

sangat terasa saat anggota masyarakat 

terlibat dalam rangkaian proses hukum, 

ketika berhadapan dengan kepentingan 

negara dalam suatu perkara hukum, atau 

sewaktu berhadapan dengan instrumen 

negara yang menyelenggarakan kekuasaan 

kehakiman dan proses peradilan 

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 UU 

16/2011 menerangkan bahwa tugas-tugas 

LBH adalah sebagai berikut. 

 Menjamin dan memenuhi hak bagi 

penerima bantuan hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan. 

 Mewujudkan hak konsultasi segala 

warga negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam 

hukum. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/undangundang-nomor-16-tahun-2011
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/undangundang-nomor-16-tahun-2011
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSi_Ss6vn2AhUYldgFHYVtB8AQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ugm.ac.id%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F16295%2F10841&usg=AOvVaw1bROsfw2VbJ631HrfxCn-3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSi_Ss6vn2AhUYldgFHYVtB8AQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ugm.ac.id%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F16295%2F10841&usg=AOvVaw1bROsfw2VbJ631HrfxCn-3
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 Menjamin kepastian penyelenggaraan 

bantuan hukum dillaksanakan secara 

merata di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

 Mewujudkan peradilan yang efektif, 

efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Layanan Penyuluhan 

 Pemberian bantuan hukum 

diselenggarakan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan 

hak asasi manusia dan dilaksanakan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum 

(Advokat, paralegal, dosen, dan 

mahasiswa fakultas hukum) yang telah 

lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada 

Penerima Bantuan Hukum 

(narapidana/tahanan); 

 Narapidana/tahanan mengajukan 

permohonan bantuan hukum non 

litigasi kepada pemberi bantuan 

hukum melalui Kepala Lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

secara tertulis yang berisi identitas 

tahanan dan uraian singkat mengenai 

pokok persoalan yang dimohonkan 

dengan melampirkan dokumen yang 

berkenaan dengan perkara dan surat 

keterangan miskin dari Lurah, Kepala 

Desa, atau pejabat yang setingkat di 

tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan 

Kesehatan Masyarakata/Bantuan 

Langsung Tunai/Kartu Beras 

Miskin/Dokumen Lain sebagai 

pengganti surat keterangan miskin; 

 Kepala Lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

meneruskan permohonan bantuan 

hukum non litigasi kepada pemberi 

bantuan hukum yang telah lulus 

Verivikasi dan Akreditasi Yang 

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia; 

 Pemberi Bantuan Hukum memeriksaa 

kelengkapan persyaratan dalam waktu 

paling lama 1 (satu) hari kerja setelah 

menerima berkas permohonan bantuan 

hukum non litigasi; 

 Apabila permohonan bantuan hukum 

non litigasi telah memenuhi 

persyaratan, pemberi bantuan hukum 

wajib menyampaikan kesediaan atau 

penolakan secara tertulis kepada 

Kepala Lembaga 



          

 

 
JURNAL JURISTIC : 
Vol. 2 No. 2  
(2022) : OKTOBER 

 

Universitas Audi Indonesia  Page7 
 

Journal Juristic 
2809-2198 (Online - Elektronik) 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

atas permohonan pemberian bantuan 

non litigasi oleh tahanan dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak permohonan 

dinyatakan lengkap; 

 Apabila Pemberi Bantuan Hukum 

menyatakan kesediaannya, Pemberi 

Bantuan Hukum memberikan bantuan 

hukum non litigasi berupa penyuluhan 

hukum kepada narapidana/tahanan; 

 Kepala Lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang 

narapidana/tahanan di ruang 

penyuluhan hukum untuk diberikan 

penyuluhan hukum oleh pemberi 

bantuan hukum; 

 Pemberi Bantuan Hukum memberikan 

penyuluhan hukum kepada 

narapidana/tahanan selama 2 jam; 

 Penyuluhan hukum oleh Pemberian 

Bantuan Hukum dicatat dalam buku 

khusus kunjungan Bantuan Hukum; 

 Kepala Lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

melaporkan kegiatan penyuluhan 

hukum kepada Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indoensia cq.Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan; 

 Apabila permohonan bantuan hukum 

ditolak, Pemberi Bantuan Hukum 

wajib memberikan alasan penolakan 

secara tertulis kepada Kepala 

Lembaga pemasyarakatan/rumah 

tahanan negara dalam waktu paling 

lama 3(tiga) hari kerja terhitung sejak 

pemohonan dinyatakan lengkap; 

 Kepala Lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

menyampaikan penolakan pemberian 

bantuan hukum non litigasi oleh 

Pemberi Bantuan Hukum kepada 

narapidana/tahanan yang mengajukan 

permohonan bantuan hukum; 

 Kepala Lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan negara 

melaporkan penolakan pemberian 

bantuan hukum oleh pemberi bantuan 

hukum kepada Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia cq. Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan. 

Syarat Dan Cara Mendapatkan Bantuan 

Hukum Gratis Dari LBH 
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Tugas dari LBH adalah 

menyelenggarakan bantuan hukum bagi 

penerima bantuan 

hukum. Kemenkumham mengartikan 

penerima bantuan hukum adalah orang atau 

kelompok miskin. Secara rinci, Pasal 5 UU 

16/2011 menerangkan bahwa  klasifikasi 

penerima bantuan hukum meliputi setiap 

orang atau kelompok orang miskin yang 

tidak dapat memenuhi hak dasar secara 

layak dan mandiri yang meliputi hak atas 

pangan, sandang, layanan kesehatan, 

layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan. 

Adapun bantuan yang diberikan 

adalah bantuan hukum. Mulai dari masalah 

hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha 

negara (baik litigasi maupun non-litigasi). 

Lalu, bantuan hukum dalam hal 

menjalankan kuasa, mendampingi, 

mewakili, membela, dan/atau melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan 

hukum penerima bantuan hukum. 

Saat mendapatkan bantuan hukum, 

para penerima bantuan hukum ini 

bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban dan dijamin sejumlah hak-

haknya. Ada pun kewajiban dan hak 

penerima bantuan hukum sebagaimana 

diterangkan Kemenkumham adalah. 

 Kewajiban penerima bantuan hukum: 

1. Menyampaikan bukti, informasi, 

dan/atau keterangan perkara secara 

benar kepada pemberi bantuan 

hukum. 

2. Membantu kelancaran pemberian 

bantuan hukum. 

 Hak penerima bantuan hukum: 

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga 

masalah hukumnya selesai dan/atau 

perkaranya telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, selama 

penerima bantuan hukum tidak 

mencabut surat kuasanya. 

2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai 

dengan standar bantuan hukum 

dan/atau kode etik advokat. 

3. Mendapatkan informasi dan 

dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Pemberian Bantuan Hukum Dilakukan 

secara Gratis 

https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum
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Jika diberikan secara gratis, 

bagaimana dengan biaya operasional 

LBH? Pasal 16 UU 

16/2011 menerangkan bahwa 

pendanaan bantuan hukum dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Kemudian, 

selain APBN pendanaan bantuan hukum 

juga dapat berasal dari 

hibah/sumbangan serta pendanaan lain 

yang sah dan tidak mengikat. 

Meski diperbolehkan mendapat 

pendanaan dari hibah, sumbangan, atau 

sumber lainnya, pemberi bantuan 

hukum dilarang menerima pembayaran 

dari pihak yang dibantunya. Tidak 

hanya itu, penerimaan atau meminta 

pembayaran dari pihak lain yang terikat 

dengan perkara yang sedang ditangani 

juga dilarang. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 

UU 16/2011 menerangkan bahwa 

Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi 

bantuan hukum yang terbukti meminta 

atau menerima pembayaran dari 

penerima bantuan hukum dan/atau 

pihak lain yang terkait dengan perkara 

yang sedang ditangani dipidana dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun 

dengan denda paling banyak Rp50 juta. 

 

 Alur Pemberian Bantuan Hukum 

Gratis 

Disarikan dari laman 

Kemenkumham, alur atau langkah 

pemberian bantuan hukum secara gratis 

kepada masyarakat miskin atau 

penerima bantuan hukum adalah 

sebagai berikut. 

1. Penerima bantuan hukum 

mengajukan permohonan secara 

tertulis lengkap dengan identitas 

pemohon (KTP) dan uraian singkat 

pokok persoalan. 

2. Permohonan dikirimkan dengan 

melampirkan Surat Keterangan 

Miskin dari lurah setempat. Apabila 

tidak memiliki surat keterangan 

tersebut, dapat melampirkan Kartu 

Jaminan Kesehatan Masyarakat, 

Bantuan Langsung Tunai, Kartu 

Beras Miskin, atau dokumen 

pengganti lainnya. 

3. Permohonan dikirimkan kepada 

pemberi bantuan hukum, dalam 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-lt5ce377a33c4c7
https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-lt5ce377a33c4c7
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konteks ini Lembaga Bantuan 

Hukum yang lolos verifikasi. 

Informasi organisasi bantuan hukum 

dapat diakses di 

laman www.bphn.go.id. 

4. Setelah dokumen diterima, LBH 

akan memeriksa kelengkapan 

persyaratan. 

5. Apabila permohonan diterima, LBH 

akan memberikan bantuan hukum 

kepada penerima bantuan hukum 

hingga masalahnya selesai dan/atau 

perkaranya berkekuatan hukum tetap 

selama kuasanya tidak 

dicabut.  Namun, apabila ditolak, 

LBH akan memberikan alasan 

penolakan dalam waktu tiga hari 

kerja secara tertulis. 

D. Kesimpulan & Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyuluhan hukum yang 

dilakukan di Tanjung Gusta, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak 

positif terhadap peningkatan pemahaman 

masyarakat tentang Kegiatan penyuluhan 

hukum gratis. . 

 

2. Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas 

penyuluhan hukum ke depannya, disarankan 

agar kegiatan semacam ini dilakukan secara 

berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah 

daerah, dan lembaga pendidikan hukum 

perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan 

penyuluhan hukum dalam agenda tetap 

pendidikan politik masyarakat. Selain itu, 

dibutuhkan materi penyuluhan yang 

disesuaikan dengan kondisi lokal dan 

disampaikan dengan bahasa yang mudah 

dipahami, agar pesan hukum dapat diterima 

secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan 

pemuka agama juga perlu lebih 

diberdayakan sebagai agen perubahan dalam 

membangun budaya pelatihan dan 

pendanaan. 
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